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KATA PENGANTAR
KEPALA PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN BADAN KEAHLIAN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke
hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-
Nya kepada kita semua. Atas berkatnya tersebut, kita masih sehat
walafiat sampai hari ini.

Sebagai bagian dari upaya untuk terus memberikan
kontribusi positif dalam bidang ketenagakerjaan, kami dengan
bangga mempersembahkan buku bunga rampai dengan bertema
“MENUJU SISTEM PENGUPAHAN YANG BERKEADILAN.” Buku ini
merupakan salah satu produk dari Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI pada 2024, yang ditulis
oleh tiga orang Analis Legislatif dan seorang Analis Kebijakan
Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan keahlian dan pengalaman
yang mendalam di bidangnya.

Bagian pertama, berjudul “Upah dan Kesejahteraan
Pekerja”, ditulis oleh Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si., Analis
Legislatif Ahli Utama Bidang Kesejahteraan Rakyat. Bagian ini
membahas hubungan antara upah dengan kesejahteraan pekerja
secara komprehensif. Bagian kedua, berjudul “Kesenjangan
Gender dalam Pengupahan”, ditulis oleh Sali Susiana, S.Sos., M.Si.,
Analis Legislatif Ahli Utama Bidang Kesejahteraan Rakyat. Bagian
ini mengupas tuntas isu kesenjangan gender dalam pengupahan
dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Bagian ketiga, berjudul “Sistem Pengupahan Sumber Daya
Manusia Kesehatan: Perspektif, Tantangan, dan Solusi”, ditulis oleh
Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes., Analis Legislatif Ahli Madya
Bidang Kesejahteraan Rakyat. Bagian ini menyoroti tantangan dan
solusi dalam sistem pengupahan bagi SDM Kesehatan. Bagian
keempat, berjudul “Pengupahan Fleksibel (Earned Wage Access -
Ewa) sebagai Alternatif Pembayaran Upah”, ditulis oleh Efendi,
S.Sos., M.A.P., Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kesejahteraan
Rakyat. Bagian ini memperkenalkan konsep EWA sebagai alternatif
pembayaran upah yang inovatif.
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Buku ini dimaksudkan untuk memberikan masukan
pemikiran bagi Komisi IX DPR RI dalam rangka menjalankan tugas
pokok dan fungsinya di bidang legislasi, pengawasan, dan
anggaran, khususnya ketenagakerjaan terkait upah pekerja. Selain
itu, buku ini diharapkan dapat memberikan pencerahan dan
menambah wawasan para pembaca dalam memahami
permasalahan upah pekerja.

Saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi
kepada para penulis. Para penulis telah bekerja keras dan serius
menyelesaikan penulisan buku ini di tengah kesibukan tugas-tugas
lainnya.

Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pembaca. Saya
berharap buku ini memberikan wawasan mendalam tentang sistem
pengupahan yang berkeadilan, sehingga pembaca dapat
meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendukung kebijakan
yang lebih adil.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Jakarta, Juni2024

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.
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KATA PENGANTAR
KETUA MAJELIS KEHORMATAN & KOMISIONER
DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL UNSUR PEMBERI KERJA
2024-2029

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas
segala rahmat dan karunia-Nya. Berkat rahmat-Nya, kita berada
dalam kondisi sehat walafiat dan tetap produktif berkarya.

Masalah upah pekerja selalu menjadi isu yang kompleks dan
berkelanjutan. Setiap saat, pekerja menyuarakan tuntutan
kenaikan upah yang adil bagi pekerja, sementara pengusaha harus
mempertimbangkan kemampuan bayar dan keberlanjutan
operasional perusahaan. Di sisi lain, kebijakan upah pekerja
melibatkan berbagai aspek dan sering kali menghadapi berbagai
tantangan.

Buku bunga rampai "MENUJU SISTEM PENGUPAHAN YANG
BERKEADILAN” yang diterbitkan oleh Pusat Analisis
Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI pada
tahun 2024 ini memberikan wawasan mendalam mengenai
berbagai aspek pengupahan pekerja. Buku ini terdiri dari empat
bagian dari berbagai perspektif.

Bagian pertama, “Upah dan Kesejahteraan Pekerja” yang
ditulis oleh Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si. merupakan bagian
yang menarik untuk dicermati. Penulis membahas hubungan
antara upah yang layak dengan kesejahteraan pekerja. Upah yang
baik akan meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan dampaknya
terhadap produktivitas.

Bagian kedua, “Kesenjangan Gender dalam Pengupahan”
yang ditulis oleh Sali Susiana, S.Sos., M.Si. menyoroti pentingnya
kesetaraan upah pekerja laki-laki dan perempuan. Meskipun
berbagai regulasi telah menjamin hal tersebut, faktanya
ketimpangan masih terjadi dan perlu perhatian lebih lanjut. Isu ini
sangat menarik untuk dicermati, mengingat tantangan yang masih
dihadapi meskipun sudah ada regulasinya.



Bagian ketiga, “Sistem Pengupahan Sumber Daya Manusia
Kesehatan: Perspektif, Tantangan, dan Solusi” yang ditulis oleh Tri
Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes. menggambarkan dinamika
pengupahan pada SDM Kesehatan yang dinilai belum adil karena
sejumlah tantangan dan kendala, serta kurangnya transparansi.
Meskipun berbagai regulasi telah ada, ketidakadilan dalam
pengupahan masih terjadi di dunia kesehatan. Isu ini dan perlu
perhatian lebih lanjut dan solusi untuk perbaikan sistem ini sangat
diperlukan untuk masa depan yang lebih baik bagi SDM Kesehatan.

Bagian keempat, “Pengupahan Fleksibel (Earned Wage
Access - Ewa) sebagai Alternatif Pembayaran Upah” yang ditulis
oleh Efendi, S.Sos., M.A.P. menawarkan solusi pengupahan
fleksibel yang dapat membantu pekerja mengatasi masalah
keuangan. Meskipun sistem ini dapat memberikan manfaat
signifikan bagi pekerja, penerapannya mungkin menghadapi
sejumlah tantangan bagi perusahaan yang perlu dipertimbangkan
dalam proses implementasinya.

Saya mengapresiasi para penulis buku ini atas kontribusi
pemikirananya dalam sistem pengupahan pekerja. Semoga
semangat untuk terus berkarya dan memberikan sumbangan
gagasan guna memperbaiki kondisi ketenagakerjaan di Indonesia
tidak pernah surut.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Jakarta, Juni2024

Prof. Soeprayitno, M.B.A., M.Sc., Ph.D.



KATA PENGANTAR EDITOR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pertama-tama, kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan
YME atas rahmat dan karunia-Nya yang berlimpah. Berkat
anugerah-Nya, Kita masih dalam keadaan sehat dan mampu
berkarya hingga hari ini serta berkontribusi dalam berbagai bidang.

Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih atas
kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menjadi editor
buku bunga rampai bertema “MENUJU SISTEM PENGUPAHAN
YANG BERKEADILAN.” Buku ini ditulis oleh tiga orang Analis
Legislatif dan seorang Analis Kebijakan Bidang Kesejahteraan
Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI. Saya melihat buku ini sebagai karya
yang baik dan menarik karena —memberikan khazanah ilmu
pengetahun ketenagakerjaan, khususnya masalah upah pekerja.

Buku bunga rampai ini melihat sistem pengupahan dari
berbagai perspektif. Tulisan pertama berjudul “Upah dan
Kesejahteraan Pekerja” yang ditulis oleh Dr. Dra. Hartini
Retnaningsih, M.Si. memberikan pencerahan dan wawasan tentang
bagaimana upah pekerja dapat menyejahterakan. Tulisan kedua
berjudul "Kesenjangan Gender dalam Pengupahan” yang ditulis
oleh Sali Susiana, S.Sos., M.Si. menyoroti pentingnya pemberian
upah secara adil tanpa ketimpangan antara laki-laki dan
perempuan, serta berdasarkan profesionalisme dan beban
pekerjaan di perusahaan.

Selain kedua tulisan tersebut, terdapat tulisan ketiga yang
berjudul “Sistem Pengupahan Sumber Daya Manusia Kesehatan:
Perspektif, Tantangan, dan Solusi” yang ditulis oleh Tri Rini Puji
Lestari, S.K.M., M.Kes. mengulas dinamika pengupahan pada SDM
Kesehatan yang menghadapibanyak tantangan dan kendala. Untuk
itu, diperlukan strategi pengupahan yang adil bagi SDM Kesehatan
agar pelayanan kesehatan masyarakat terus terjaga. Terakhir,
tulisan keempat berjudul “Pengupahan Fleksibel (Earned Wage
Access - Ewa) sebagai Alternatif Pembayaran Upah” yang ditulis
oleh Efendi, S.Sos., M.A.P. membahas pengupahan fleksibel yang
dapat menjadi alternatif pembayaran upah untuk membantu
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meringankan beban pekerja, meskipun ada sejumlah potensi
kendala bagi perusahaan jika hal itu diterapkan.

Saya menilai buku ini bagus untuk dibaca, bukan saja oleh
kalangan Komisi IX DPR RI, melainkan juga oleh masyarakat,
terutama para akademisi, praktisi, dan pengamat masalah
ketenagakerjaan.

Selamat membaca.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Jakarta, Juni2024

B. Purnomo, S.H., M.M., M.H.
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PROLOG

Buku bunga rampai dengan tema “MENUJU SISTEM
PENGUPAHAN YANG BERKEADILAN” terinspirasi oleh berbagai
fakta atas ketidakpuasan pekerja yang sering kali ditunjukkan
melalui demonstrasi untuk menuntut kenaikan upah. Fenomena
ini terjadi setiap tahun, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang
masalah mendasar di baliknya dan mengapa isu upah senantiasa
menjadi topik hangat yang menggelitik untuk dicermati.

Buku ini ditulis oleh para Analis Legislatif dan Analis
Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis
Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.
Tujuan khusus penulisan buku ini adalah memberikan masukan
pemikiran bagi Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah
ketenagakerjaan. Harapannya, buku ini dapat memberikan
pencerahan dan menambah wawasan dalam memahami
permasalahan upah pekerja di Indonesia.

Bagian pertama buku ini berjudul “Upah dan Kesejahteraan
Pekerja” yang ditulis oleh Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.,
Analis Legislatif Ahli Utama Bidang Kesejahteraan Rakyat. Bagian
ini membahas pentingnya upah dan kesejahteraan pekerja, serta
dampaknya terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan. Ini
merupakan masalah penting untuk diperhatikan dan dicarikan
solusi terbaik. Pertanyaan yang ingin dijawab, yaitu bagaimana
sistem pengupahan yang berlaku selama ini, apakah upah pekerja
telah menyejahterakannya dan bagaimana sistem pengupahan
yang berkeadilan ke masa depan.

Bagian kedua buku ini berjudul “Kesenjangan Gender dalam
Pengupahan” yang ditulis juga oleh Sali Susiana, S.Sos., M.Si.,
Analis Legislatif Ahli Utama Bidang Kesejahteraan Rakyat. Bagian
ini membahas kondisi pengupahan yang masih menunjukkan
adanya kesenjangan antara upah pekerja laki-laki dan perempuan.
Hal yang menarik untuk dipertanyakan adalah; mengapa terjadi
kesenjangan upah tersebut dan apa saja faktor-faktor
penyebabnya.



Bagian ketiga buku ini berjudul “Sistem Pengupahan Sumber
Daya Manusia Kesehatan: Perspektif, Tantangan, dan Solusi” yang
ditulis oleh Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes., Analis Legislatif Ahli
Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat. Bagian ini mengkaji sistem
pengupahan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, yang
memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pelayanan
kesehatan. Namun, sistem pengupahan saat ini dinilai belum dan
berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Tulisan ini juga mengidentifikasi tantangan dan menawarkan
solusi.

Bagian keempat berjudul “Pengupahan Fleksibel (Earned
Wage Access - Ewa) sebagai Alternatif Pembayaran Upah” yang
ditulis oleh Efendi, S.Sos., M.A.P. Bagian ini menggambarkan sisi
positif dari sistem pengupahan fleksibel yang belum banyak
diterapkan oleh perusahaan, serta manfaatnya dalam membantu
pekerja mengatasi masalah keuangan.

Secara umum, buku ini menyajikan analisis dari berbagai sisi
tentang sistem pengupahan yang ada selama ini. Buku ini juga
membahas bagaimana seharusnya sistem pengupahan yang
berkeadilan untuk masa depan.
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EXECUTIVE SUMMARY

Buku bunga rampai dengan tema “MENUJU SISTEM
PENGUPAHAN YANG BERKEADILAN” dilatarbelakangi oleh
kebijakan upah pekerja yang terus dipermasalahkan. Sistem
pengupahan di Indonesia masih terus mengalami perubahan,
dengan formula terbaru yang menggabungkan pertumbuhan
ekonomi, alfa, dan upah minimum berjalan. Meskipun ada plus dan
minus dari sistem ini, formula tersebut masih belum memuaskan
pekerja karena upah yang diterima belum sepenuhnya dapat
menyejahterakan pekerja. Oleh karena itu, diperlukan kesamaan
persepsi antara pihak-pihak terkait dalam penentuan upah agar
sistem pengupahan dapat diperbaiki di masa depan. Sistem
pengupahan yang berkeadilan adalah sistem pengupahan yang
dicapai melalui win-win solution antara pekerja dan pengusaha.

Berbagai peraturan perundangan-undangan dan konvensi
internasional telah menjamin kesetaraan upah antara pekerja laki-
laki dan pekerja perempuan. Namun, kesenjangan upah masih
terjadi di tingkat internasional, termasuk di negara-negara maju
dan anggota OECD seperti Indonesia. Salah satu faktor penyebab
yang paling mendasar adalah nilai-nilai budaya patriarki di dunia
kerja. Untuk mengeliminasi atau mengurangi kesenjangan upah,
faktor utama tersebut perlu segera diatasi, dengan terus
menyosialisasikan pentingnya nilai-nilai kesetaraan gender dalam
dunia kerja.

Di sisi lain, pengupahan SDM Kesehatan sangat dipengaruhi
dinamika pasar tenaga kerja dan kondisi ekonomi yang fluktuatif.
Tantangan utamanya melibatkan perubahan ekonomi yang cepat,
tingginya tingkat inflasi, dan dinamika permintaan SDM Kesehatan
di pasar kerja. Kondisi ini memerlukan strategi yang adaptif dan
responsif, untuk menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan
pasar tenaga kerja guna menjaga kelangsungan dan keseimbangan
sistem pengupahan. Ketidakpastian regulasi dan kebijakan
pengupahan di sektor kesehatan juga menjadi hambatan. Kerja
sama yang baik antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan
stakeholders diperlukan untuk merumuskan regulasi yang jelas,
konsisten, dan mendukung keberlanjutan pengupahan SDM



Kesehatan. Kurangnya transparansi dalam sistem pengupahan
juga menciptakan ketidakpastian dan ketidakpuasan di kalangan
SDM Kesehatan. Dengan demikian, peningkatan transparansi dan
partisipasi SDM Kesehatan dalam menetapkan kriteria dan
prosedur pengupahan sangat diperlukan.

Sementara itu, upah buruh nasional saat ini masih sangat
kurang untuk memenuhi kebutuhan buruh dan keluarganya.
Minimnya upah memaksa buruh untuk berjuang memenuhi
kebutuhannya selama satu bulan ke depan, meskipun upah yang
diterima sering kali tidak cukup, terutama untuk kebutuhan
mendesak. Perusahaan dapat membantu melalui pengupahan
fleksibel dengan menerapkan Earned Wage Access (EWA) sebagai
alternatif pembayaran upah. Namun, ada beberapa permasalahan
yang mungkin dihadapi jika EWA diterapkan, di antaranya potensi
biaya dalam pemanfaatan; batas maksimum permintaan; masalah
data pribadi yang diberikan ke pihak lain; biaya penerapan,
kompleksitas, serta pelibatan dan penambahan beban buruh di
perusahaan dalam mengaplikasikan sistem EWA.



EPILOG

Secara keseluruhan, pilihan isu yang disajikan dan dikupas
dalam buku bunga rampai dengan tema “MENUJU SISTEM
PENGUPAHAN YANG BERKEADILAN” menggambarkan sebagian
pandangan dan pemikiran tentang sistem pengupahan di
Indonesia. Isu yang diangkat dalam buku ini mencakup berbagai
aspek, termasuk tantangan dan peluang sistem pengupahan.

Tulisan pada bagian pertama dengan judul “Upah Dan
Kesejahteraan Pekerja” menyimpulkan bahwa sistem pengupahan
yang berlaku selama ini masih terus mengalami perubahan, terlihat
dari perkembangan formula penghitungan upah minimum dari
tahun ke tahun. Formula terbaru adalah: pertumbuhan ekonomi x
alfa x upah minimum berjalan. Meskipun ada kelebihan dan
kekurangan dari sistem pengupahan terbaru, formula ini masih
belum memuaskan pekerja. Upah pekerja selama ini belum
sepenuhnya dapat menyejahterakan pekerja, meskipun penentuan
upah telah menggunakan cara yang direvisi berulang kali. Oleh
karena itu, perlu adanya kesamaan persepsi antara pihak-pihak
terkait dalam penentuan upah, sehingga sistem pengupahan dapat
diperbaiki ke depan. Sistem pengupahan yang berkeadilan adalah
sistem pengupahan yang dicapai secara win-win solution (saling
menguntungkan) antara pekerja dan pengusaha, demi
keberlangsungan perusahaan.

Tulisan pada bagian kedua dengan judul “Kesenjangan
Gender dalam Pengupahan” menyimpulkan bahwa berbagai
peraturan perundangan-undangan dan konvensi internasional
telah menjamin kesetaraan upah antara pekerja laki-laki dan
pekerja perempuan. Namun, faktanya masih terjadi kesenjangan
upah di tingkat internasional termasuk di negara-negara maju dan
di negara-negara anggota OECD termasuk Indonesia. Salah satu
faktor mendasar penyebab kesenjangan upah adalah nilai-nilai
budaya patriarki di dunia kerja. Agar kesenjangan upah dapat
dieliminasi atau minimal dikurangi pengaruhnya. Faktor utama
tersebut perlu segera diatasi, dengan terus menerus
menyosialisasikan pentingnya nilai-nilai kesetaraan gender dalam
dunia kerja.
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Tulisan pada bagian ketiga dengan judul “Sistem
Pengupahan Sumber Daya Manusia Kesehatan: Perspektif,
Tantangan, dan Solusi” menyimpulkan bahwa pengupahan SDM
Kesehatan sangat dipengaruhi dinamika pasar tenaga kerja dan
kondisi ekonomi yang fluktuatif. Tantangan utamanya melibatkan
perubahan ekonomi yang cepat, tingginya tingkat inflasi, dan
dinamika permintaan SDM Kesehatan di pasar kerja. Dampaknya
tidak hanya terasa pada daya beli upah, tetapi juga pada
ketersediaan SDM Kesehatan di sektor tersebut. Oleh karena itu,
diperlukan strategi yang adaptif dan responsif, yang mampu
menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan pasar tenaga kerja
untuk menjaga kelangsungan dan keseimbangan sistem
pengupahan. Ketidakpastian regulasi dan kebijakan pengupahan
di sektor kesehatan turut menjadi hambatan. Untuk itu, perlu kerja
sama erat antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan
stakeholders guna merumuskan regulasi yang jelas, konsisten, dan
mendukung keberlanjutan pengupahan SDM Kesehatan.
Kurangnya transparansi dalam sistem pengupahan juga ikut
menciptakan ketidakpastian dan ketidakpuasan di kalangan SDM
Kesehatan. Dengan demikian, perlu peningkatan transparansi dan
partisipasi SDM Kesehatan dalam menetapkan kriteria dan
prosedur pengupahan.

Tulisan pada bagian keempat dengan judul “Pengupahan
Fleksibel (Earned Wage Access) sebagai Alternatif Pembayaran
Upah” menyimpulkan bahwa upah buruh nasional saat ini masih
berada pada posisi yang sangat kurang untuk kebutuhan buruh dan
keluarganya. Minimnya upah menuntut para buruh berjuang dan
berupaya untuk memenuhi kebutuhannya satu bulan ke depan,
meski kenyataannya upah yang diterima tidak cukup, terutama saat
terdapat kebutuhan mendesak. Perusahaan dapat membantu
dengan menerapkan sistem pengupahan fleksibel, seperti Earned
Wage Access (EWA) sebagai alternatif pembayaran upah. Namun
demikian, ada beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi jika
sistem ini diterapkan, seperti potensi biaya dalam pemanfaatan;
batas maksimum dalam permintaan; masalah data; biaya
penerapan, kompleksitas, dan penambahan beban pekerja untuk
mengaplikasikan sistem EWA.
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Analisis yang komprehensif para Analis Legislatif dan Analis
Kebijakan yang dituangkan dalam buku ini diharapkan dapat
semakin memperluas kekayaan pengetahuan pembaca tentang
sistem pengupahan yang berkeadilan. Gagasan dan informasi yang
disampaikan melalui buku ini diharapkan juga mendorong
keseriusan Komisi IX DPR RI dan pemerintah dalam membuat
kebijakan pengupahan di masa yang akan datang. Buku ini
diharapkan dapat membuka peluang yang semakin luas bagi upaya
peningkatan kesejahteraan pekerja.
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Efendi, S.Sos., M.AP., seorang Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang
Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan
Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta. Lahir di Jakarta,
tanggal 5 September 1970. Menyelesaikan Pendidikan S-1 Jurusan
Administrasi Negara di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi -
Lembaga Administrasi Negara Jakarta, tahun 2000, dan
menyelesaikan Pendidikan S-2 di Universitas Nasional Jakarta
tahun 2018. Pengalaman tugas sebagai Analis Kebijakan,
ditempatkan di Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat.

Beliau telah melakukan kajian-kajian kebijakan sebagian
besar berkaitan dengan kebijakan/evaluasi kebijakan dalam
lingkup internal Sekretariat Jenderal DPR RI, antara lain sebagai
berikut.

1. Kajian kebijakan tentang Pengaduan Masyarakat di Setjen DPR
RIL.

2. Kajian kebijakan tentang Izin Belajar PNS Setjen DPR RI.

3. Evaluasi Persekjen tentang Pakaian Dinas Harian PNS Setjen
DPRRI.

4. Evaluasi Persekjen No. 16 tahun 2016 tentang Pengelolaan
Pegawai Pemerintah Non-PNS.

Selain itu, juga telah menulis buku tentang Politik

Pengawasan Kebijakan DPR RI antara lain sebagai berikut.

1. Menyoal Kebijakan Penghapusan 5,2 Juta Penerima PBI dan
Kenaikan BPJS, tahun 2020.

2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Biro Hukum
dan Pengaduan Masyarakat Setjen DPR RI, tahun 2020.

3. Pentingnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan
Sampah, tahun 2023.
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Adapun tugas-tugas lain di luar tugas pokoknya sebagai
analis kebijakan yang dilakukan antara lain sebagai berikut. Ketua
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM) di Biro Hukum dan
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BukuBunga Rampai

MENUJU SISTEM PENGUPAHAN
YANG BERKEADILAN

Masalah upah pekerja selalu menjadi isu yang kompleks dan berkelanjutan.
Setiap saat, pekerja menyuarakan tuntutan kenaikan upah yang adil bagi pekerja,
sementara pengusaha harus mempertimbangkan kemampuan bayar dan
keberlanjutan operasional perusahaan. Di sisi lain, kebijakan upah pekerja melibatkan
berbagai aspek dansering kali menghadapi berbagai tantangan.

Buku ini membahas berbagai isu permasalahan upah pekerja. Bagian
pertama, “Upah dan Kesejahteraan Pekerja” yang ditulis oleh Dr. Dra. Hartini
Retnaningsih, M.Si. merupakan bagian yang menarik untuk dicermati. Penulis
membahas hubungan antara upah yang layak dengan kesejahteraan pekerja.
Upah yang baik akan meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan dampaknya
terhadap produktivitas.

Bagian kedua, “Kesenjangan Gender dalam Pengupahan” yang ditulis
oleh Sali Susiana, 5.50s., M.5i. menyoroti pentingnva kesetaraan upah pekerja
laki-laki dan perempuan. Meskipun berbagai regulasi telah menjamin hal
tersebut, faktanya ketimpangan masih terjadi dan perlu perhatian lebih lanjut.
Isu ini sangat menarik untuk dicermati, mengingat tantangan yang masih
dihadapi meskipun sudah ada regulasinya.

Bagian ketiga, “Sistem Pengupahan Sumber Daya Manusia Kesehatan:
Perspektif, Tantangan, dan Solusi” yang ditulis oleh Tri Rini Puji Lestari, S.K.M.,
M.Kes. menggambarkan dinamika pengupahan pada SDM Kesehatan yang
dinilai belum adil karena sejumlah tantangan dan kendala, serta kurangnya
transparansi. Meskipun berbagai regulasi telah ada, ketidakadilan dalam
pengupahan masih terjadi di dunia kesehatan. Isu ini dan perlu perhatian lebih
lanjut dan solusi untuk perbaikan sistem ini sangat diperlukan untuk masa depan
yang lebih baik bagi SDM Kesehatan.

Bagian keempat, “Pengupahan Fleksibel (Earned Wage Access - Ewa)
sebagai Alternatif Pembayaran Upah” yang ditulis oleh Efendi, 5.S0s., M.A.P.
menawarkan solusi pengupahan fleksibel yang dapat membantu pekerja
mengatasi masalah keuangan. Meskipun sistem ini dapat memberikan manfaat
signifikan bagi pekerja, penerapannya mungkin menghadapi sejumlah tantangan
bagi perusahaan yang perlu dipertimbangkan dalam proses implementasinya.
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